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BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian sebagaimana disajikan dari Bab I, Bab Il
dan Bab Ill, maka pada Bab IV ini, Penulis mengambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut :

1. Peran Malang Corruption Watch (MCW) adalah lembaga non
pemerintahan yang bergerak dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya, yang terdiri atas
Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini, MCW telah
melakukan berbagi kegiatan yaitu mencari, memperoleh dan
menyampaikan informasi dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 dengan cara
membentuk pos pegaduan masyarakat dan kliping media. Informasi
adanya dugaan tindak pidana korupsi kemudian dilaporkan secara
tertulis kepada aparat penyidik baik kepolisian dan kejaksaan dengan
disertai bukti-bukti petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 Ayat (2)
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
yang terdiri dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
Disamping alat bukti yang diatur dalam KUHAP juga Alat bukti lain
yang diatur dalam pasal 26 A UU No 20 Tahun 2001 berupa informasi

yang diucapkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan, secara elektronik
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dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni
setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain
kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau porforasi
yang memiliki makna.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Malang Corruption Watch (MCW)
Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Adapun kendala yang dihadapi oleh MCW vyaitu; kendala dalam
mendapatkan informasi dan kendala dalam menyampaikan informasi
kepada aparat penegak hukum.

Kendala dalam mendapatkan informasi adalah; Kurangnya
kesadaran dari masyarakat untuk memberikan laporan kepada MCW
disebabkan karena masyarakat merasa takut terhadap ancaman yang
akan membahayakan keselamatan diri mereka. Hal ini pengaruhi oleh
keterbatasan pengetahuan terhadap aturan hukum yang melindungi hak-
hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi, jumlah relawan MCW yang sedikit sementara wilayah
kerja sangat luas yang terdiri dari tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten
Malang, Kota Malang dan Kota Batu, tidak adanya keterbukaan
informasi terhadap penggunaan keuangan negara kepada pihak MCW

yang membutuhkan informasi tentang penggunaan anggaran. Kendala
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ini terjadi pada saat MCW membutuhkan data pembanding dari instansi
pemerintah terhadap penggunaan anggaran negara setelah mendapat
informasi baik dari masyakat atau melalui media cetak tentang adanya
korupsi pada suatu instansi terkait.

Sementara kendala-kendala dalam menyampaikan informasi kepada
aparat penegak hukum adalah; Adanya upaya pembiaran atau kurang
tanggap dari aparat kepolisian terhadap laporan yang disampaikan oleh
pihak MCW dan sering terjadi ancaman kekerasan kepada para aktivis
MCW bahkan kadang MCW dilaporkan ke polisi oleh terlapor karena

telah mencemarkan nama baiknya.

4.2.Saran

Dari hasil penelitian maka penulis dapat memberikan masukan dan
saran kepada:

1.  Bagi Malang Corruption Watch (MCW);

a. Untuk memperkuat peran dan fungsinya dalam upaya
penegakan hukum sebaiknya MCW memiliki advokat sendiri
untuk memberikan advokasi yang lebih optimal dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi;

b.  Perlu dilakukan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat
umumnya dan mahasiswa khususnya agar dapat mengetahui
bentuk-bentuk korupsi dan hak-hak warga masyarakat dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
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c. Untuk memperluas jaringan dalam gerakan pemberantasan
korupsi maka MCW harus membuka perekrutan tenaga
relawan secara terus menerus agar dapat memantau semua
aktivitas penyelenggaraan negara di Malang Raya.

d. Sebagai organisasi pemantau korupsi, sebaiknya terlibat
dalam setiap program atau proyek pemerintah yang
menggunakan anggaran negara sebagai pengawas. Hal ini
bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
anggaran dalam proyek tersebut.

2.  Bagi aparat Penegak Hukum.

a. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa maka aparat
penegak hukum harus bertindak cepat dalam menanggapi
laporan tersebut agar segera dimulainya upaya penyelidikan

dan penyidikan.
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